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ABSTRACT Article Info
The use of social media is the current primary need of every student, including students in Indonesia and Naskah Diterima :
Malaysia. Activities using social media are carried out to get entertainment, existence, and even information 2020-04-29

about politics. This study focuses on the use of social media in developing political literacy among students in
Indonesia and Malaysia. The study used a descriptive quantitative approach, with a survey method, the
sample in the study was 100 students, data analysis was carried out with a comparative study to determine
the differences and similarities between Indonesian and Malaysian students. Malaysian and Indonesian Naskah Disetujui:
students as a way to understand the reality of differences in political literacy between the two countries. The 2020-11-26

Naskah Direvisi:
2020-10-12

purpose of this study seeks to reveal how the use of social media on student political literacy in Indonesia and
Malaysia. The results showed that there are similarities between students in Indonesia and Malaysia that
social media can develop literacy politics by category awareness in local politics, national and international,
rights and obligations as citizens, understand the new term in politics and trust and confidence in making
choices at the general election.

Keyword : Indonesia, Malaysia, Political Literacy, Social Media, Students

ABSTRAK

Penggunaan media sosial saat ini sudah menjadi kebutuhan primer setiap mahasiswa, termasuk mahasiswa
di Indonesia dan Malaysia. Aktivitas penggunaan media sosial dilakukan untuk mendapatkan hiburan,
eksistensi, bahkan informasi seputar politik. Penelitian ini fokus pada penggunaan media sosial dalam
mengembangkan literasi politik di kalangan mahasiswa di Indonesia dan Malaysia. Penelitian menggunakan
pendekatan kuantitatif deskriptif, dengan metode survei, sampel dalam penelitian sejumlah 100 mahasiswa,
analisis data dilakukan dengan studi komparatif untuk mengetahui perbedaan dan persamaan di antara
mahasiswa Indonesia dan Malaysia. Tujuan penelitian ini berupaya untuk mengungkap bagaimana
penggunaan media sosial terhadap literasi politik mahasiswa di Indonesia dan Malaysia. Mahasiswa Malaysia
dan Indonesia sebagai cara untuk memahami realitas perbedaan literasi politik diantara dua negara. Hasil
penelitian menunjukkan bahwa terdapat persamaan antara mahasiswa di Indonesia dan Malaysia bahwa
media sosial dapat mengembangkan literasi politik dengan kategori kesadaran dalam kegiatan politik lokal,
nasional dan internasional, hak dan kewajiban sebagai warga negara, memahami istilah baru dalam politik
dan percaya serta yakin dalam menentukan pilihan pada pemilihan umum.
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A. PENDAHULUAN
Media sosial sudah menjadi kebutuhan

primer masyarakat Indonesia dan Malaysia,
hampir semua mahasiswa di Indonesia dan
Malaysia memiliki akun media sosial, bahkan
di antara mereka memiliki lebih dari satu me-
dia sosial. Hal tersebut sesuai dengan data
We Are Social (2018) sebuah perusahaan
media asal Inggris, mencatat dalam peneli-
tiannya, dari total populasi Indonesia seba-
nyak 265,4 juta jiwa, pengguna aktif media
sosialnya mencapai 130 juta dengan pene-
trasi 49%. Asosiasi Penyelenggara Jasa In-
ternet Indonesia. Katadata (2018) Menam-
bahkan “hampir separuh dari total pengguna
internet di Indonesia merupakan masyarakat
dalam kelompok wusia 19 - 34 tahun
(49,52%), kelompok usia 13 — 18 memiliki
persentase sejumlah 16,68%, dan sisanya
adalah pengguna dengan kelompok usia 35
tahun ke atas”. Hasil tersebut menunjukkan
bahwa secara umum generasi muda di Indo-
nesia menggunakan sosial media.

Pengguna media sosial di Malaysia
menunjukkan 25.08 juta pengguna, mewakili
79% penduduk Malaysia. Hasil tersebut me-
rupakan rilis Laporan Digital 2018 yang dike-
luarkan MCMC (2018). Malaysia juga berada
di urutan ke-5 dunia dari segi penggunaan e-
market terbanyak, dengan 40% penduduk
Malaysia pernah mengadakan transaksi.
Media sosial nyatanya tidak hanya diguna-
kan sebagai alat komunikasi, akan tetapi se-
ring digunakan sebagai media politik. Hal ter-
sebut terlihat dari gencarnya kampanye-
kampanye pada saat menjelang pemilihan
umum di media sosial, kritik-kritik terkait ke-
bijakan pemerintah ataupun penyebaran isu-
isu yang terkait dengan politik.

Informasi yang dapat diakses dari me-
dia sosial terkait politik, tidak hanya seputar
isu-isu nasional, bahkan isu-isu daerah dan
internasional sering muncul di media sosial.

Banyaknya informasi yang lebih baru dan
beragam di media sosial, memunculkan sua-
tu dugaan bahwa media sosial akan meng-
gantikan peran perpus-takaan konvensional.
Dugaan tersebut juga didasarkan pada se-
makin gencarnya perpustakaan untuk me-
nyediakan bahan bacaan berbentuk soft file,
sehingga untuk membaca sebuah buku tidak
mesti datang ke perpustakaan. Realita terse-
but menunjuk-kan suatu keterikatan antara
media sosial, literasi politik dan perpustaka-
an.

Lailiyah et al (2018) Melakukan peneli-
tian yang menunjukkan mayoritas responden
menafsirkan literasi politik sebagai upaya un-
tuk membangkitkan orang agar sadar dan
berpartisipasi dalam politik (40%), kegiatan
terkait politik (28%), pen-didikan untuk me-
ngenal dan peduli politik (20%), dan kegiatan
yang mendidik dan membuat orang yang
melek politik (12%). Jawaban di atas menun-
jukkan secara umum bahwa pemuda di Indo-
nesia memiliki penge-tahuan yang terkait de-
ngan literasi politik. Ini juga menunjukkan
bahwa membuat mereka sadar dan kritis ter-
hadap informasi dan situasi politik bukanlah
hal yang sulit. Karena kognisi mereka terpa-
par konsep literasi politik.

Di sisi lain, mayoritas responden me-
nafsirkan politik semata-mata untuk peme-
rintah dan kekuasaan (49%), partai politik
dan pemilihan umum (10%), serta jabatan
dan posisi (6%). Makna tersebut dikaitkan
dengan politik sebagai sesuatu yang ber-
kaitan dengan ambisi, kesibukan, dominasi,
dan hal-hal yang cenderung negatif. Hanya
35% responden menganggap politik sebagai
strategi dan sarana untuk mewujudkan ke-
pentingan publik.

Pandangan negatif tentang politik
kemudian konsisten dengan sikap respon-
den yang sebagian besar dari mereka tidak
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setuju untuk mengekspresikan pen-dapat
dan pemikiran politik mereka melalui peng-
gunaan media sosial (69%). Hanya 18%
responden setuju dan 1% sangat setuju.
12% responden lain bahkan sangat tidak se-
tuju dengan kegiatan ini. Kita juga dapat me-
lihat bahwa masalah politik jarang muncul
dalam timeline media sosial mereka. Seba-
nyak 57% responden tidak setuju dan 25%
sangat tidak setuju bahwa> 30% konten di
timeline mereka terkait dengan politik. Hanya
18% responden yang setuju (Lailiyah et al.,
2018)

Sebuah survei pemuda yang represen-
tatif secara nasional oleh Common Sense
Media menemukan bahwa media sosial se-
karang menjadi sumber berita paling umum
untuk kaum muda usia 13-18. Dan penting-
nya media sosial bagi politik jauh melampaui
perolehan berita. Keterlibatan dengan media
sosial sekarang menjadi pusat cara praktik
politik. Media sosial menyediakan sarana
utama melalui mana dana dikumpulkan,
orang dimobilisasi, tekanan diterapkan pada
organisasi dan lembaga negara, dan per-
spektif dibagikan dan didiskusikan (Bennett,
2012)

Kahne & Bowyer (2019) Menemukan
bahwa sebagian besar remaja tidak sering
terlibat dalam kegiatan mana pun. Khusus-
nya pada tahun 2013, hanya 39% remaja
yang melaporkan terlibat setidaknya dalam
satu bentuk OPP (Online Participatory
Politics) selama 12 bulan sebelumnya. Dan
angka itu menurun (mungkin karena 2012
adalah tahun pemilihan presiden) dalam 12
bulan sebelum survei 2015 kami menjadi
35%. Sebelas persen (pada 2013) dan 10%
(pada 2015) melaporkan terlibat dalam OPP
setidaknya sekali seminggu. Demikian pula,
hanya 29% (pada 2013) dan 27% (dalam
survei 2015) terlibat dalam setidaknya satu
akta TPP (Targeted Political Pressure) de-
ngan 12% (pada 2013) dan 10% (pada 2015)
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terlibat dalam kegiatan tersebut lebih dari sa-
tu kali selama sebelumnya dua belas bulan.

Nilai rata-rata untuk dua ukuran serta
perubahan mereka dari waktu ke waktu, di-
pecah oleh apakah siswa menerima peluang
pembelajaran keterlibatan digital setiap ta-
hun. Hasil ini memberikan dukungan awal
untuk menunjukkan bahwa siswa yang me-
laporkan memiliki beberapa peluang pembe-
lajaran keterlibatan digital menampil-kan
tingkat OPP dan TPP yang lebih baik di ta-
hun 2013 dan 2015 daripada mereka yang ti-
dak memiliki paparan peluang pembelajaran
tersebut. Yang lebih penting lagi, siswa de-
ngan beberapa peluang pembelajaran keter-
libatan digital, baik yang dinilai pada 2013
atau 2015, menunjukkan peningkatan keter-
libatan dalam OPP dan TPP selama dua ta-
hun survei. Sebaliknya, siswa yang tidak me-
miliki paparan kesempatan belajar keterliba-
tan digital menunjukkan sedikit atau tidak
ada pertumbuhan keterlibatan politik (Kahne
& Bowyer, 2019).

Penelitian ini fokus untuk melakukan
survei kepada mahasiswa di Indonesia dan
Malaysia dengan membahas media yang di-
gunakan untuk mendapatkan informasi, ke-
sadaran dalam kegiatan politik lokal, nasio-
nal dan internasional, hak dan kewajiban se-
bagai warga negara, memahami istilah baru
dalam politik dan percaya serta yakin dalam
menentukan pilihan pada pemilihan umum.
Pemilihan pembahasan tersebut karena erat
kaitannya dengan sikap aktif mahasiswa da-
lam politik sebagai bagian penting dalam ke-
hidupan demokrasi.

B. TINJAUAN PUSTAKA
1. Makna Literasi Informasi dan Literasi
Politik
Ada banyak definisi literasi informasi
menurut Lanning (2017) Literasi informasi
merupakan kemampuan untuk mencari,
mengevaluasi, dan menggunakan informasi
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secara efektif, efisien dan secara etis untuk
menjawab kebutuhan informasi. Urgensi
mempromosikan literasi informasi secara
umum merupa-kan sebuah langkah penting
dalam menutup kesenjangan digital melalui
penciptaan warga negara yang melek in-
formasi, dan masyarakat sipil yang efektif
(Planas Vila, 2012). Literasi politik berarti
keadaan memiliki informasi politik (Krosnick,
1990). Berdasarkan hal itu, dapat diasumsi-
kan bahwa jika seseorang mengetahui na-
ma-nama calon presiden yang mencalonkan
diri dalam pemilihan maka ia memiliki ke-
mampuan politik. Definisi ini menekankan li-
terasi politik dalam aspek kognitif. Definisi la-
in dari literasi politik juga dapat didefinisi-kan
sebagai keadaan individu untuk berkenalan
dengan proses politik dan urusan politik se-
bagai warga negara yang efektif untuk me-
menuhi peran dan pemahaman mereka ten-
tang masalah ini oleh individu (Denver &
Hands, 2013). Substansi ini sangat mirip de-
ngan definisi literasi politik sebelumnya yang
difokuskan pada aspek kognitif.

2. Keterkaitan antara Literasi Politik dan
Pendidikan Politik

Dalam penjelasan kognitif literasi po-
litik dan variabel politik lainnya yang dapat di-
ukur berdasarkan tingkat (kecanggihan poli-
tik dan partisipasi pemilih), para ilmuwan po-
litik berspekulasi bahwa pendidikan dan ke-
terlibatan politik memobilisasi literasi politik
sebagai proses internal (Ramdhani & Alian-
tika, 2019). Teori ini mendominasi bidang sa-
at ini. Dikatakan bahwa pen-didikan dan ke-
terlibatan politik bertindak atas dasar individu
untuk memobilisasi kemampuan mentalnya
menghadapi politik. (Cassel & Lo, 1997)

Converse (1964) mengatakan bahwa
elit politik memiliki tingkat kecanggihan yang
lebih tinggi daripada massa politik karena
efek mobilisasi keterlibatan politik. Dia juga
menyimpulkan bahwa efek mobilisasi penga-
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laman politik dari waktu ke waktu menjelas-
kan mengapa kecanggihan politik meningkat
seiring bertambahnya usia. (Campbell et al
(1960) Percaya bahwa peningkatan tingkat
pendidikan dalam masyarakat secara berta-
hap akan meningkatkan kesadaran ideologis
publik, terutama di tingkat bawah di mana ku-
rangnya pendidikan mungkin paling tidak
mampu. Mengamati kemudian bahwa ke-
canggihan tidak meningkat pada tingkat
yang lebih rendah, Converse tidak mening-
galkan teori tetapi menyimpulkan bahwa
efek jangka panjang pendidikan tidak boleh
diremehkan.

Dalam studi agen sosialisasi tradi-
sional, istilah literasi politik meng-gambarkan
tujuan pendidikan politik di sekolah. West-
holm dalam Denver & Hands (2013) Merujuk
pada tujuan kompetensi warga negara, war-
ga negara yang berpengetahuan, dan mem-
persiapkan warga negara untuk demokrasi,
dan mendefinisikan literasi politik sebagai
konsep dasar dan fakta yang merupakan
syarat yang diperlukan untuk memahami isi
debat publik. Denver & Hands (2013, him,
263) Mendefinisikan literasi politik sebagai
pengetahuan dan pemahaman tentang pro-
ses politik dan isu-isu politik yang memung-
kinkan orang untuk melakukan peran mere-
ka sebagai warga negara secara efektif.

3. Permasalahan Literasi Politik dan
Media Sosial

Permasalahan yang mungkin paling
mudah diatasi terhadap pengembangan lite-
rasi politik bagi mahasiswa yaitu dengan me-
mahami sumber-sumber informasi politik
yang mereka gunakan. Terlalu sering, mere-
ka berpendapat tentang politisi tertentu atau
masalah tertentu yang diperoleh secara
anekdot, bekas, atau dari sumber yang sa-
ngat buruk. Mereka mungkin terlalu mengan-
dalkan hanya pada satu outlet untuk infor-
masi. Misalnya, di kampus yang sangat kon-
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servatif, banyak siswa (dan beberapa fakul-
tas) hanya mengandalkan FOX News untuk
mendapatkan informasi. Ketika membahas
media, bias media, dan sumber informasi al-
ternatif, hal itu memberikan latihan di mana
mereka harus membaca, mendengarkan,
dan menonton berbagai sumber media (se-
tidaknya sepuluh). Mereka kemudian menin-
jau setiap sumber untuk konten, bias, dan
kualitas informasi (Alexander, 2009)

Kekhawatiran tentang literasi politik
bukanlah hal yang baru dan telah diungkap-
kan secara berkala selama lebih dari sea-
bad. Misalnya, selama tahun 1960-an, 1970-
an dan 1980-an, penelitian melaporkan ting-
kat ketertarikan "rendah" tentang masalah
politik dan ekonomi kontemporer di kalangan
siswa sekolah (Frazer, 1999), dan ada per-
debatan tentang apakah sekolah seharus-
nya mengajar tentang masalah politik dan di
Skotlandia kualifikasi sekunder yang me-
ngandung unsur-unsur subjek seperti itu,
muncul selama 1960-an dan 1970-an (Boc-
hel, 2009).

Beberapa tahun terakhir telah muncul
kekhawatiran baru tentang literasi politik, da-
lam hubungannya dengan debat yang lebih
luas tentang kewarganegaraan, dan ini da-
pat ditelusuri kembali ke sejumlah faktor ter-
masuk:

a) Keprihatinan atas penurunan yang
dirasakan dalam tingkat keterlibatan
politik dan partisipasi politik di antara
kaum muda, terutama yang diukur
dengan jumlah  pemilih  dalam
pemilihan;

b) Ide-ide modal sosial dan modal
manusia telah mendorong beberapa
orang untuk mempertimbangkan cara-
cara di mana pengembangan individu
dan kontribusi kepada masyarakat
dapat ditingkatkan;
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c) Kepedulian terhadap tingkat
keakraban para imigran dengan cara
hidup orang lokal;

d) Pergeseran menuju gaya demokrasi
yang lebih partisipatif.

Salah satu contohnya adalah Pirie &
Worcester (1998), yang mencatat bahwa
apa yang mereka sebut 'Generasi Millenial'
memiliki sedikit minat dalam politik (khusus-
nya politik partai), atau keyakinan bahwa
memilih dalam pemilihan akan membuat per-
bedaan, dan harapan yang rendah dari pe-
merintah, meskipun mereka menemukan
bahwa banyak yang rela mengambil tin-
dakan terhadap masalah yang mempriha-
tinkan mereka, sehingga dapat munculnya
generasi apolitis.

Menanggulangi rendahnya pemaha-
man tentang 'politik dasar' pada tingkat per-
tama di kalangan mahasiswa perlu diper-
timbangkan oleh para dosen dan penelitian
yang kemungkinan perlunya kewarganega-
raan untuk diajarkan sebagai landasan untuk
memahami kebijakan sosial. Keterampilan
membaca yang buruk dan kebiasaan me-
ngumpulkan berita mempertanyakan tingkat
kecerdasan. Bagi mereka yang mencoba
membawa bentuk-bentuk penilaian baru (mi-
salnya pekerjaan portofolio berdasarkan de-
bat akademik), kurangnya kemampuan dan
keterampilan dalam menyatukan berbagai
bentuk opini dan berita terbukti bermasalah.
Mengatasi defisit keterampilan di tingkat uni-
versitas dengan demikian penting. Menga-
tasi masalah kepentingan politik dapat dia-
tasi dengan mengadopsi pendekatan berbe-
da pada pengajaran kebijakan sosial dan il-
mu sosial. Memberikan kursus intensif
mungkin memudahkan transisi ke pembela-
jaran kebijakan sosial. Mengajar dari per-
spektif yang diterbitkan, lebih langsung
mungkin lebih menarik perhatian siswa (He-
ron & McManus, 2003).
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C. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendeka-
tan kuantitatif deskriptif dengan melakukan
survey terbatas pada mahasiswa di Malaysia
dan di Indonesia. Jumlah sampel dalam pe-
nelitian yaitu 50 mahasiswa di Indonesia dan
50 mahasiswa di Malaysia, data yang dipero-
leh kemudian ditampilkan dalam skala likert
yaitu dengan opsi pilihan sangat setuju, se-
tuju, netral, tidak setuju, sangat tidak setuju.
Hasil penelitian yang diperoleh kemudian di
komparasikan untuk menemukan persama-
an dan perbedaan penggunaan media sosial
terhadap pengemba-ngan literasi politik di
Indonesia dan Malay-sia, studi komparatif
tersebut menggunakan analisis yang dida-
sarkan pada penelitian-penelitian terdahulu,
sehingga dapat ditarik kesimpulan mengenai
realita penggunaan media sosial terhadap
pengembangan literasi politik.

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

Data yang diperoleh berdasarkan hasil
penelitian yang dilakukan pada aspek media
yang digunakan untuk mendapatkan infor-
masi, kesadaran dalam kegiatan politik lokal,
nasional dan internasional, hak dan kewaji-
ban sebagai warga negara, memahami isti-
lah baru dalam politik dan percaya serta ya-
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kin dalam menentukan pilihan pada pemili-
han umum menunjukkan hasil yang beragam
walaupun memiliki banyak kesamaan terkait
penggunaan media dan pengembangan
literasi politik mahasiswa.

1. Media  yang Digunakan untuk
Mendapatkan Informasi

Dalam kehidupan demokrasi yang
sudah memasuki era teknologi, perkemba-
ngan media menjadi sangat pesat, kondisi
tersebut mengakibatkan akses informasi
warga negara dalam politik menjadi sangat
masif (Bennett, 2012). Sehingga media men-
jadi aspek penting dalam membangun de-
mokrasi, bahwa dalam ilmu politik, kebeba-
san media merupakan salah satu indikator
negara yang mengedepankan demokrasi.

Berdasarkan data We Are Social
(2018) di Indonesia dan Laporan MCMC
(2018) di Malaysia menunjukkan pengguna
internet di kedua negara tersebut sangat ba-
nyak, bahkan jumlahnya pun melebihi sete-
ngah dari jumlah penduduk di kedua negara
tersebut. Hal itu, mendorong kami untuk me-
lakukan penelitian media mana yang sering
digunakan oleh mahasiswa untuk mendapat-
kan informasi terkait dengan literasi politik.

Media yang digunakan untuk mendapatkan informasi politik

SOSIAL MEDIA

BERITA ONLINE

m Malaysia

TELEVISI

KORAN CETAK RADIO

Indonesia
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Gambar 1
Hasil Penelitian Media yang Digunakan untuk Mendapatkan Informasi

Berdasarkan data tersebut menun-
jukkan bahwa Indonesia memiliki keberaga-
man terkait medis yang digunakan untuk
mendapatkan informasi terkait literasi politik,
walaupun jumlah untuk koran cetak dan ra-
dio hanya 1%. Sedangkan, penggunaan me-
dia oleh mahasiswa di Malaysia terfokus pa-
da sosial media, berita online dan televisi,
bahkan 54% dari mahasiswa menggunakan
sosial media untuk mendapatkan informasi
terkait politik.

2. Kepedulian pada Politik  Lokal,
Nasional dan Internasional

Literasi politik erat kaitannya dengan
kepedulian dan keterlibatan warga negara
dalam politik lokal, nasional dan internasio-
nal (Davies et al., 2013). Warga negara yang
sudah mapan secara literasi politik akan me-
miliki sikap peduli terhadap keadaan politik
dilingkungannya (Brooks & Normore, 2010) ,
seperti memberi masukan, opini bahkan kri-
tik terhadap pemerintahan. Kondisi tersebut
juga menandakan bahwa adanya pelibatan
dari warga negara secara langsung dalam
kegiatan politik, karena idealnya pengem-
bangan demokrasi selaras dengan pening-
katan literasi politik warga negaranya
(Westheimer & Kahne, 2009).

Kepedulian Politik di Tingkat Lokal, Nasional dan Internasional

SANGAT SETUJU SETUJU

® Malaysia

NETRAL TIDAK SETUJU

SANGAT TIDAK SETUJU

Indonesia

Gambar?2

Hasil Penelitian Penggunaan Media terhadap Kepedulian pada Politik Lokal, Nasional dan
Internasional

Berdasarkan hasil tersebut menunju-
kan tidak ada perbedaan secara signifikan
antara mahasiswa di Indonesia dan maha-
siswa di Malaysia terkait penggunaan media
terhadap kepedulian pada politik lokal, na-
sional dan internasional. Nampak terlihat
bahwa mayoritas responden menyatakan
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setuju bahwa media yang digunakan untuk
memperoleh literasi politik dapat mengem-
bangkan kepedulian politik di lingkungannya.

Hasil tersebut juga bahwa kebebasan

informasi dan penggunaan media un-
tuk memperoleh literasi politik dalam me-
ngembangkan kepedulian pada politik di
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tingkat lokal, nasional dan internasional
(Guillén & Suarez, 2005). Hal tersebut erat
kaitannya dengan kognitif seseorang, karena
tanpa didukung oleh kemampuan yang baik
tentu akan sulit untuk memahami literasi
politik di media sosial.
3. Memahami Hak dan Kewajiban sebagai
Warga Negara

Pada era digitalisasi yang semakin

berkembang di seluruh dunia menunjukkan
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adanya penguatan akan hak dan kewajiban
warga negara (Mandarano et al., 2010). Ke-
dua aspek ini nampaknya memiliki fokus
yang berbeda, yaitu warga negara biasanya
menuntut hak, sedangkan negara menuntut
kepatuhan warga negara akan kewaji-
bannya. Kedua hal tersebut me-rupakan as-
pek yang saling terkait dalam proses ber-
bangsa dan bernegara.

Memahami Hak dan Kewajiban sebagai Warga Negara

34%
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Gambar 3.

Hasil Penelitian Memahami Hak dan Kewajiban sebagai Warga Negara

Berdasarkan data tersebut menunju-
kan bahwa penggunaan media sosial dapat
memantu mahasiswa di Indonesia dan Ma-
laysia untuk memahami hak dan kewajiban
sebagai warga negara. Hasil penelitian ini
dapat di aplikasi dalam beberapa kegiatan
bernegara, seperti pemilihan umum, di mana
hal itu merupakan hak bagi setiap warga ne-
gara untuk memilih calon pemimpin (Rini,
2016; Simamora, 2013). Selain itu, mahasis-
wa dapat memahami kewajiban sebagai
warga negara, seperti patuh pada hukum po-
sitif yang berlaku di suatu negara (Bella-
donna & Anggraena, 2019; Susanti, 2013).
Hak dan kewajiban yang di miliki oleh maha-
siswa juga dapat menjadi counter radicalism
yang dapat membahayakan generasi ban-

gsa di masa depan (Ramdhani & Aliantika,
2019)

Mahasiswa di Malaysia menunjukkan
bahwa mayoritas mereka menyatakan setuju
bahwa media sosial dapat pengembangkan
pengetahuan mereka untuk memashami hak
dan kewajiban sebagai warga negara, begitu
pula dengan mahasiswa di Indonesia yang
menyatakan bahwa mereka setuju penggu-
naan media sosial dapat membantu untuk
memahami hak dan kewajiban sebagai war-
ga negara. Menariknya dalam pertanyaan
kuesioner ini, tidak ada satu pun responden
yang memilih opsi sangat tidak setuju, hal itu
menandakan bahwa penggunaan media so-
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sial ternyata efektif untuk memahami hak
dan kewajiban warga negara.

4. Memahami Istilah Baru Politik

Dalam kehidupan saat ini, perkem-
bangan teknologi informasi mengakibatkan
akses informasi kepada warga negara dalam
politik menjadi sangat masif dan luas, me-
nyebabkan seseorang dapat mengetahui
hal-hal baru yang sebelumnya asing, untuk
memahami istilah baru dalam politik bagi
kalangan pemuda, mereka dapat meng-
akses melalui media untuk mencari informasi

mengenai politik. Informasi politik dapat di in-
terpretasikan sebagai “pengetahuan politik”,
“literasi kewarganegaraan” dan “kompetensi

warganegara” untuk memahami kon-
teks informasi politik dapat diartikan sebagai
pengetahuan baru tentang bagaimana sis-
tem politik bekerja, pengetahuan tentang si-
tuasi politik saat ini dan politik sehari-hari,
atau pengetahuan mengenai aktor politik
dan perbedaan ideologisnya (Smith & Mc-
Menemy, 2017)

Memahami Istilah Baru dalam Politik
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Gambar 4.
Hasil Penelitian Memahami Istilah Baru dalam Politik

Dari data di atas dapat bahwa res-
ponden dari Indonesia dan Malaysia tidak
memiliki perbedaan yang signifikan dalam
mengenal istilah baru politik yang berasal
dari media. Dari hasil di atas menunjukkan
adanya pengetahuan baru dalam istilah po-
litik pada responden dengan hasil setuju se-
jumlah 52% untuk Malaysia serta 62% untuk
Indonesia. Ini menunjukkan bahwa dengan
mengetahui situasi terkini melalui media,
mayoritas responden menunjukkan adanya
pemahaman pengetahuan baru dalam po-
litik.

5. Membuat Percaya dan Yakin dalam
Menentukan Pilihan di Pemilu
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Agar dapat berpartisipasi secara
efektif dalam proses politik, termasuk pemi-
lihan umum, warga negara harus mampu
mengembangkan perspektif yang kaya akan
informasi dan membuat penilaian yang kon-
sisten dalam pandangan mereka, berda-
sarkan informasi yang mereka jumpai dari
berbagai macam sumber. Namun, sedikit
yang diketahui tentang bagaimana kaum
muda terpapar untuk memahami dan meng-
gunakan informasi politik dalam konteks in-
teraksi mereka yang beragam dengan ke-
hidupan politik (Smith, 2017).
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Berdasarkan data di atas, menunjuk-
kan responden asal Indonesia dan Malaysia
tidak memiliki perbedaan jawaban yang sig-
nifikan, mayoritas menyatakan netral 50%
untuk Malaysia dan 43% dari Indonesia,
dalam membuat keputusan untuk berpar-
tisipasi dalam pemilu. Gil de Zufiga (2012)
Mengungkapkan bahwa dengan pencarian
informasi melalui media online merupakan
hal positif dalam partisipasi politik, dengan
mendapatkan informasi politik tersebut se-
seorang akan dapat menentukan bagaimana
memilih dan dimungkinkan ketika seseorang
telah memiliki pengetahuan dasar dan minat
dalam politik. (Gil de Zufiiga & Diehl, 2019)
Kemudian menurut Delli Carpini & Keeter da-
lam Converse (1964) Mereka mengungkap-
kan, bahwa orang yang lebih berpengeta-
huan tentang politik cenderung untuk me-
nentukan kandidat dan berpartisipasi dalam
pemilihan

E. KESIMPULAN
Studi ini telah mengidentifikasi bagai-

mana literasi politik dikalangan mahasiswa

dari dua negara yaitu Indonesia dan Ma-
laysia dalam upaya mereka untuk mendapat-
kan informasi mengenai politik. Hasil studi ini
mengungkapkan sosial media merupakan
media yang sering digunakan oleh mahasis-
wa untuk mengakses berita atau informasi
mengenai politik. Sosial media inilah yang
menjadi sumber mereka dalam mendapat-
kan informasi politik terkini, kemudian bagai-
mana kecenderungan mereka terhadap in-
formasi politik terkini yang membuat mereka
melek informasi dan sadar akan memiliki
rasa tanggung jawab serta hak dan kewaji-
ban sebagai warga negara. Hasil ini juga me-
ngungkapkan adanya pengetahuan baru
saat mereka mengakses informasi politik.
Dengan pengetahuan yang cukup pada me-
reka, mengindikasikan mereka turut aktif da-
lam partisipasi politik, ini merupakan kondisi
positif yang berimplikasi terhadap pemilihan
umum, dikarenakan mereka dapat menge-
tahui kondisi politik terkini sampai kandidat
politik dalam pemilihan umum yang akan da-
tang atau berlangsung.
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